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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu melakukan usaha untuk 

mengembangkan wilayah masing-masing. Pembangunan sarana dan prasarana 

sebagai penunjang tercapainya tujuan bernegara memang harus dilakukan. 

Membangun infrastruktur baru merupakan salah satu cara dalam pengembangan 

wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya gedung komersial. Sesuai yang 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi dalam Pasal 1 ayat 4 berbunyi: 

“Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa 

konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk 

mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan 

kemanfaatan bangunan.” 

 

Namun tidak dapat dhindarkan kenyataannya bahwa dalam proses 

membangun infrastruktur pemerintah seringkali terkendala masalah biaya, 

dikarenakan dana yang berasal dari pemerintah terbatas. Sehingga jika pemerintah 

hendak membangun infrastruktur membutuhkan bantuan dari pihak lain. 

Pemerintah yang akan mengembangkan wilayahnya biasanya baru memiliki 

aset berupa tanah. Aset tersebut belum mempunyai nilai guna, apabila pemerintah 

berniat ]'menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah 

untuk membangun infrastruktur, maka terdapat beberapa resiko yang akan 
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dihadapi, diantaranya dapat berupa biaya pembangunan yang besar dan resiko 

pembangunan lainnya. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dalam Pasal 1 ayat 1 berbunyi: 

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan.” 

 

Untuk menghindari resiko tersebut, pemerintah biasanya akan membuka 

kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan investasinya untuk 

membangun infrastruktur pada aset negara. 

Maka perjanjian pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan 

swasta sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya 

pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya 

kontrak-kontrak kerjasama pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, dengan 

swasta menjadi suatu hal yang biasa untuk masa sekarang ini. Istilah kontrak lebih 

menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang 

dibentuk.1 

Perjanjian yang melibatkan pemerintah tidak sama dengan bentuk perjanjian 

yang hanya melibatkan pihak swasta atau perjanjian antara perorangan. 

Pemerintah merupakan sebuah badan hukum publik yang harus 

                                                                 
1
 Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak“ Yuridika, Vol 18 No. 3 Mei 

2003, hlm. 196. 
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mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. 

Pemerintah juga melibatkan aset yang bisa saja aset yang cukup besar, baik 

berupa keuangan ataupun aset negara yang lain (barang, tanah). Maka dari itu 

walaupun kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan swasta dalam hal 

pembangunan infrastruktur untuk menunjang roda perekonomian ini bersifat 

privat namun didalamnya juga mengandung kepentingan publik. 

Terdapatnya kepentingan publik ini membatasi kontrak yang dibuat oleh 

pemerintah dan pihak swasta. Jika kontrak yang tidak melibatkan pemerintah 

dapat dibuat tanpa ada batas asalkan tidak bertentangan dengan perundang-

undangan, maka kontrak yang melibakan pemerintah didalamnya tidak berlaku 

demikian. Perlu kita ketahui bahwa ada prosedur yang harus dilewati oleh kedua 

belah pihak untuk mengadakan kerja sama yang harus diketahui oleh publik untuk 

dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Jenis kontrak apapun yang 

dilakukan oleh pemerintah tentu melibatkan keuangan negara baik penerimaan 

maupun pengeluaran. Jika melibatkan keuangan negara maka haruslah mengacu 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam UUD 1945 

dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa: 

 

“Anggaran pendapatan dan Belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” 
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Adanya asas terbuka dan bertanggung jawab inilah yang dengan sangat jelas 

membuat kontrak yang melibatkan pemerintah berbeda dengan kontrak-kontrak 

biasa. 

Di sisi lain bagi pihak swasta, kesempatan untuk menanamkan investasinya 

pada aset pemerintah merupakan suatu peluang yang baik. Karena investasi yang 

digolongkan berdasarkan asetnya merupakan investasi dari aspek modal atau 

kekayaan. Yang berarti pihak swasta hanya perlu menanamkan investasinya 

berupa sejumlah modal. Berdasarkan asetnya Investasi dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu:2 

a. real asset; dan 

b. financial asset. 

Peluang yang terbuka bagi pihak swasta untuk menanamkan investasinya 

pada aset pemerintah membuat pemerintah harus melakukan upaya agar dapat 

terjalinnya hubungan hukum antara pemerintah dan pihak swasta atau dikenal 

dengan istilah public-private. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah 

dengan membuat perjanjian. Perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta yang 

dapat digunakan diantaranya adalah melalui perjanjian bangun, guna, dan serah 

(build, operate, transfer). Perjanjian build, operate, transfer merupakan sebuah 

                                                                 
2
 Salim & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia Cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 

37. 
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kontrak bisnis yang merupakan sumber utama dari kewajiban dan hak serta 

tanggung jawab para pihak.3  

Sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 27 

berbunyi: 

“Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. Kerja Sama Pemanfaatan 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur” 

 

Jadi hubungan hukum tersebut memiliki dua segi, yaitu “bevoegdheid” 

(kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya “plicht” atau kewajiban.4 

Jika hubungan pemerintah dan pihak swasta terjadi, maka pihak swasta 

tentunya akan terlepas dari kendala-kendala untuk melakukan pembangunan 

gedung-gedung komersial, kendala tersebut diantaranya: 

a. Kesulitan dalam mendapatkan lokasi yang strategis untuk pembangunan 

proyeknya, dimana walaupun terdapat lahan yang belum dipergunakan dan 

terletak di tempat strategis, belum tentu pemiliknya mau menjualnya; 

b. Selain itu developer juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan 

pembebasan tanah disertai dengan adanya biaya-biaya perizinan dan sebagainya. 

                                                                 
3
 Azharudin Lathif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan 

Hukum Islam Cet. 1, Lembaga Penelitian UIN, Jakarta, 2009 , hlm. 7. 
4
 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet 11, hlm. 269. 
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Di awal masa perjanjian build, operate, transfer hanya dilakukan oleh 

pemerintah saja. Tetapi dengan berjalannya waktu, perjanjian ini juga akan 

dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, swasta, badan hukum atau 

perorangan. Dengan adanya perkembangan ini dapat membuat berubahnya pola 

perjanjian yang awalnya adalah public-private menjadi private-private. Hal inilah 

yang menyebabkan pengaturan mengenai build, operate, transfer menjadi 

berbeda. Dimana yang pada awalnya hanya membatasi perjanjian antara 

pemerintah dengan swasta dan juga mengenai status aset yang terdapat dalam 

perjanjian. 

Tipe kontrak konstruksi build, operate, transfer secara garis besar dapat 

dikatakan merupakan model kontrak yang melibatkan dua pihak yakni pemerintah 

sebagai pengguna jasa dan pihak swasta sebagai penyedia jasa. Pengguna jasa 

memberikan kewenangan kepada penyedia jasa untuk membangun infrastruktur 

dan juga untuk mengoperasikannya selama waktu tertentu (disebut juga masa 

konsesi) kemudian penyedia jasa akan menyerahkan kepada pengguna jasa 

infrastruktur tersebut bila masa konsesi telah habis. Pola Kontrak build, operate, 

transfer akhir-akhir ini banyak digunakan terutama untuk pembangunan 

infrastruktur yang menyangkut hajat hidup banyak orang. 

Adanya kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 194 dan Pasal 

195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

telah dirubah di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka dengan melihat 
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keterbatasan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan 

infrastruktur dan dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah khususnya 

barang milik daerah yang berupa tanah perlu dilakukan kerjasama dalam bentuk 

Bangun Guna Serah (BGS) atau sering dikenal dengan build, operate, transfer 

(BOT). 

Secara umum perjanjian BOT ini mengacu pada asas-asas perjanjian pada 

umumnya, diantaranya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 

tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, dan Pasal 

1234 tentang prestasi. 

Dapat kita pelajari dan uraikan kembali dari pembahasan diatas tentang 

kekurangan maupun kelebihan serta sumber sumber yang memberikan penjelasan 

terkait perjanjian Build, operate, transfer (BOT). Setidaknya terdapat tiga ciri 

proyek, yaitu:5 

1. Pembangunan (Build) : pemilik proyek sebagai pemberi hak pengelolaan 

memberikan kuasanya kepada pemegang hak (kontraktor) untuk membangun 

sebuah proyek dengan dananya sendiri (dalam beberapa hal dimungkinkan 

didanai bersama/participating interest). Desain dan spesifikasi bangunan pada 

umumnya merupakan usulan pemegang hak pengelolaan yang harus 

mendapatkan persetujuan terelebih dahulu dari pemilik proyek. 

                                                                 
5
 Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operate and 

Transfer), Genta Press, Solo, 2008, hlm. 16. 
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2. Pengoperasian (operate) : merupakan masa atau tenggang waktu yang 

dberikan pemilik proyek kepada pemegang hak untuk selama jangka waktu 

tertentu mengoperasikan dan mengelola proyek tersebut untuk diambil manfaat 

ekonominya (konsesi), bersamaan dengan itu pemegang hak berkewajiban 

melakukan pemeliharaan terhadap proyek tersebut. Pada masa ini pemilik proyek 

dapat juga menikmati sebagian hasil sesuai perjanjian jika sudah ditentukan di 

awal. 

3. Penyerahan kembali (transfer) : pemegang hak pengelolaan dan fisik 

proyek pada pemilik proyek setelah masa konsesi selesai tanpa syarat (biasanya). 

Pembebanan biaya penyerahan umumnya telah ditentukan dalam perjanjian 

mengenai siapa yang akan menanggungnya. 

Keuntungan dari sistem bangun, guna, serah (build, operate, transfer) ini 

selain pemerintah dapat memperoleh prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan 

tanpa harus menyediakan anggaran, dan juga selama masa pengoperasian oleh 

pihak ketiga pemerintah memperoleh masukan berupa uang yang disetor kepada 

Kas Negara, sedangkan tanahnya menjadi aset negara dan yang terakhir setelah 

jangka waktu build, operate, transfer diserahkan kepada pemerintah sehingga aset 

menjadi lebih besar, yaitu berupa tanah, bangunan, dan juga prasarana pelengkap.6 

Berbagai hal yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk menentukan 

bentuk kontrak yang digunakan adalah bagian dari kebijakan. Terkadang 

kebijakan yang dipilih dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Demikian 

                                                                 
6
 Sudaryat, Legal Officer, Oase Media, Bandung, 2008 hlm. 176-177. 
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juga kebijakan untuk menggandeng pihak swasta dalam melakukan perwujudan 

pembangunan infrastruktur. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah 

dan pihak swasta dalam kerjasama pembangunan infrastruktur juga akan 

menimbulkan akibat hukum seperti adanya prestasi-prestasi yang harus dipenuhi 

oleh para pihak. Apabila pola build, operate, transfer dipilih sebagai bentuk 

kerjasama maka dibutuhkan pengetahuan yang cukup bagi aparat (pemerintah) 

pusat atau daerah untuk melaksanakannya. Pelaksanaan yang salah dapat 

membawa kerugian baik bagi pemerintah sendiri maupun bagi masyarakat 

termasuk juga para pihak investor. 

Sehubungan dengan perjanjian build, operate, transfer. Penulis akan 

mengambil kasus perjanjian build, operate, transfer yang terjadi antara 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. GISI Palembang, dimana 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melimpahkan wewenang kepada PT. GISI 

Palembang untuk memproduktifkan aset mereka yang berlokasi di Jalan Angkatan 

45. Maka PT. GISI Palembang mengadakan perjanjian build, operate, transfer 

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membangun gedung 

komersial yaitu Mall Palembang Icon. 

Berdasarkan perjanjian di atas, maka penulis merasa perlu menulis dan membahas 

tentang aturan-aturan yang mengatur perjanjian build, operate, transfer dalam hukum 

positif di Indonesia. Serta bagaimana suatu ketentuan dalam perjanjian dapat 

mengikat terhadap kesepakatan yang disetujui masing-masing pihak agar tidak ada 
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kerugian di masing-masing pihak melalui kekuatan hukum yang timbul dari 

perjanjian tersebut. Atas permasalahan diatas maka penulis membuat karya ilmiah 

dengan judul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER 

(BOT) ANTARA PT. GISI PALEMBANG DAN PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA SELATAN DALAM PEMBANGUNAN MALL PALEMBANG 

ICON. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) para pihak 

dalam kontrak kerjasama pembangunan Mall Palembang Icon? 

2. Apakah dalam implementasi perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) dalam 

kontrak kerjasama pembangunan Mall Palembang Icon terdapat kendala? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala perjanjian  Build, Operate, Transfer 

(BOT) dalam kontrak kerjasama pembangunan Mall Palembang Icon? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) 

para pihak dalam kontrak kerjasama pembangunan Mall Palembang Icon. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam kontrak kerjasama 

pembangunan Mall Palembang Icon. 

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala dalam kontrak kerjasama 

pembangunan Mall Palembang Icon. 
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D. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai wacana keilmuan dalam 

perjanjian build, operate, transfer sehingga dalam penelitian ini dapat 

memberikan manfaat berupa: 

a. Diharapkan dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa lainnya 

untuk menambah wawasan tentang masalah yang dikaji, yaitu perjanjian build, 

operate, transfer. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pelaku perjanjian 

build, operate, transfer khususnya para pihak yang berhubungan dalam 

perjanjian build, operate, transfer dalam memahami hak dan kewajiban para 

pihak serta asas-asas dalam perjanjian ini. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau 

Perjanjian”, Perjanjian atau Verbintenis mengandung sebuah pengertian bahwa 

dalam suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau 

lebih, memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan 
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sekaligus juga untuk mewajibkan pihak lainnya untuk menunaikan prestasi.7 

Pasal 1313 KUH Perdata juga merumuskan pengertian Perjanjian yang 

berbunyi :  

 “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. 

 

 Adapun pengertian perjanjian menurut para ahli hukum, yaitu : 

Menurut R. Subekti, menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu 

hubungan hukum.8 

Huubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, 

antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (zelfstandige 

rechtssubjecten), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya 

berhak atas suatu prestasi, prestasi yang mana menjadi kewajiban pihak terakhir 

terhadap pihak pertama.9 

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi:10 

a. Kesepakatan 

                                                                 
7
 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6. 

8
 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31,  Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 5. 

9
 Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia cet.14, Djambatan, Jakarta, 2007, 

cet 14, hlm. 4. 
10

 Galuh Puspaningrum, Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha, Aswaja 

Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 57. 
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Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak antara 

pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur dalam perjanjian, syarat-syarat 

tertentu, dan yang terakhir bentuk tertentu. 

b. Kecakapan 

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum yang dalam 

pengertiannya bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang 

yang sudah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan 

memiliki akal yang sehat. 

c. Suatu hal tertentu 

Syarat ketiga dari suatu perjanjian adalah adanya suatu objek tertentu, 

sebagai pokok perjanjian dan juga sebagai objek perjanjian, baik berupa 

benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu juga dapat berupa benda 

berwujud maupun benda tidak berwujud. 

d. Kausa yang Halal atau sebab yang tidak Dilarang 

Kausa yang halal menggambarkan terkait tujuan yang hendak dicapai 

oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Berdasarkan definisi dari Pasal 1313 KUH Perdata dan atas dasar pendapat-

pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum tentang adanya kesepakatan atau 

persetujuan antara orang perorangan atau lebih mengenai hak-hak dan 
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kewajibannya untuk melakukan suatu hal tertentu yang akan menimbulkan 

akibat hukum. Para pihak yaitu sebagai subjek dalam perjanjian. Subjek 

perjanjian ini dapat berupa manusia dan badan hukum. Subjek badan hukum 

tersebut harus mampu atau wenang melaksanakan perbuatan hukum seperti 

telah ditetapkan dalam Undang-undang.11 

Objek perjanjian tersebut adalah prestasi yaitu barang sesuatu yang 

dapat dituntut dan yang menurut Undang-undang berupa menyerahkan suatu 

barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan perbuatan. Tanpa 

adanya prestasi, maka sebuah hubungan hukum yang akan dilakukan 

berdasarkan tindakan atau perbuatan hukum sama sekali tidak menimbulkan 

akibat hukum, sesuai yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata berbunyi : 

“Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 

untuk tidak berbuat sesuatu”. 

 

Maksud dari persetujuan antara para pihak ini bahwa persetujuan dalam 

perjanjian bersifat tetap. Persetujuan ini ditujukan dengan permintaan tanpa 

syarat atau suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh para pihak yang satu 

diterima oleh para pihak yang lain.12 

Tujuan yang hendak dicapai ini berarti tujuan mengadakan perjanjian 

terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan tersebut hanya 

dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu bersifat 

                                                                 
11

  Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis volume 11, 

PT Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2000, hlm. 82.  
12

 Mariam Darus Badzulrahman, Kompilasi Hukum Perikatan., Cetakan Kesatu, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.  
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tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. Maksud dari adanya prestasi yang akan dilaksanakan bahwa dengan 

adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu 

prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 

yang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak tersebut sepakat untuk 

menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat 

mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesekapatan ini adalah untuk menimbulkan 

hak dan kewajiban, apabila kesepakatan ini dilanggar maka ada akibat 

hukumnya, sipelanggar dapat dikenai hukumannya atau sanksi.13 

Wujud Perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut14 

a. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak 

secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian 

berkaitan dengan tindakan dan juga harta kekayaan. Perjanjian tertulis ini dapat 

dijadikan alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

kepada kedua belah pihak. 

b. Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan, 

Tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan itu bukanlah alat bukti dalam 

perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran 

dari para pihak terkait yang dari semula menaruh saling percaya untuk 

                                                                 
13

 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 

97 
14

 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, 

Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 212. 
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mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta 

kekayaan. 

 

a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) 

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi 

syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban 

umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.” “Semua perjanjian…” berarti perjanjian apapun, diantara 

siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu 

tetap berada di dalam batas batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum 

(undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum 

(misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan). 

b. Asas Konsensualisme (concensualism) 

 Asas konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu pada dasarnya 

perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah 

mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenernya 

tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah 

dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu 

perjanjian, misalkan syarat harus tertulis - contoh, jual beli tanah merupakan 

kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris. 
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2. Teori Build Operate Transfer (BOT) 

.Menurut Anita Kamilah, menyebutkan bahwa BOT adalah salah satubentuk 

pembiayaan proyek pembangunan yang dimana kontraktor harus menyediakan 

sendiri pendanaan untuk proyek tersebut dan juga kontraktor harus menanggung 

pengadaan material, peralatan, dan jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan 

dari proyek. Kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil 

manfaat ekonominya sebagai penggantian atas semua biaya yang telah 

dikeluarkan untuk selama waktu tertentu.15 

BOT dapat dimaknai sebagai teknik untuk mengembangkan proyek-proyek 

infrastruktur dengan menggunakan inisiatif dan juga pendanaan dari pihak swasta. 

Seperti proyek-proyek infrastruktur meliputi beragam fasilitas yang berfungsi 

utama untuk melayani kebutuhan masyarakat, untuk memberikan pelayanan sosial 

dan mempromosikan kegiatan ekonomi di sektor swasta. Adapun 3 ciri proyek 

BOT, yaitu: 

1. Pembangunan (build) 

 Pemilik proyek sebagai pemberi hak pengelolaan memberikan 

kuasanya pada pemegang hak (kontraktor) untuk membangun 

                                                                 
15

 Anita Kamilah, Aspek-Aspek Hukum Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer) 

Membangun Tanpa Harus Memilih Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, Dan 

Hukum Publik), CV Keni Media, Bandung, 2013, hlm 115.  
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sebuah proyek dengan dananya sendiri. Desain dan spesifikasi 

bangunan umumnya merupakan usulan dari pemegang hak 

pengelolaan yang harus mendapat persetujuan dari pemilik 

proyek. 

2. Pengoperasian (operate) 

 Merupakan masa atau tenggang waktu yang diberikan pemilik 

proyek pada pemegang hak untuk selama jangka waktu tertentu 

mengoperasikan dan mengelola proyek tersebut untuk diambil 

manfaat ekonominya. Bersamaan dengan itu juga pemegang hak 

berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap proyek tersebut. 

Pada masa ini pemilik proyek dapat juga menikmati hasil sesuai 

dengan perjanjian yang ada. 

3. Penyerahan Kembali (transfer) 

 Pemegang hak pengelolaan menyerahkan hak pengelolaan dan 

fisik proyek pada pemilik proyek saat setelah masa konsesi selesai 

tanpa syarat. Pembebanan biaya penyerahan umumnya telah 

ditentukan dalam perjanjian mengenai siapa yang 

menanggungnya.16 

 

 

                                                                 
16

 Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operate 

Transfer), Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 12. 
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3. Teori Hak dan Kewajiban 

Hukum mempunyai kedudukan dan peran yang dapat dikatakan sangat 

penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat karena hukum 

itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan membagi hak dan 

kewajiban. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau 

hukum itu akan diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Tetapi kedua-keduanya 

tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.17 

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru akan menjadi kenyataan 

apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan 

hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu 

pihak adalah hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, 

sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.18 

Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada tiap individu dalam 

melaksanakannya, sehingga kewajiban merupakan sebuah pembatasan dan beban, 

sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. 

Hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan 

merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual dan di satu 

pihak yang tercermin pada kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang oleh hukum. 

                                                                 
17

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 31.  
18

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cetakan kedua, Liberty, 

Palembang, 2005, hlm. 41.  
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4. Teori Penyelesaian sengketa 

Suatu sengketa pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu dengan 

cara litigas atau sering disebut dengan melalui pengadilan, yaitu suatu 

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan 

dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh 

hakim. Didalam litigasi ini proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana 

semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 

mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu 

penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose 

solustion.19 Yang kedua penyelesaian sengketa non-litigasi, sering dikenal dengan 

adanya penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution 

(ADR) yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan 

kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara 

litigasi di pengadilan Adapun penyelesaian diluar pengadilan ini meliputi : 

Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli.20 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Prof . Dr. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

                                                                 
19

 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta, 

Grafindo Persada, 2012, hlm 35 
20

 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 7 
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doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.21 Jenis 

penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis metode 

pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum 

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di 

masyarakat.22 Suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori 

hukum dan aturan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti, dalam hal ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di 

bidang pemerintah daerah, dari melihat faktor empirisnya, yaitu dengan melihat 

kenyataan yang ada mengenai faktor-faktor bagaimana aspek hukum yang 

terjadi pada perjanjian BOT ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Palembang pada PT. GISI PALEMBANG, 

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, dan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan kegiatan 

di Palembang Icon, PT. GISI PALEMBANG, BPKAD Provinsi Sumatera 

Selatan, dan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang 

                                                                 
21

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35. 
22

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15. 



 

 

22 

 

diperoleh berasal dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan 

sesuai dengan wawancara kepada karyawan perusahaan yang terkait sesuai 

dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini pegawai dan pejabat yang 

terkait di Palembang Icon, PT. GISI PALEMBANG, BKPAD Provinsi 

Sumatera Selatan dan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 76 / PMK.06/ 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/ PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan keterangan fakta-fakta yang diperoleh secara 

tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, 

pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

c. Data Tersier 
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Data tersier sering disebut data penunjang, yakni data yang digunakan untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data 

sekunder, contohnya adalah artikel koran dan media internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

Studi pengumpulan data ini yang berupa literatur, perundang-undangan, 

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian penulis ini. 

2. Studi Lapangan 

Jenis data yang dikaji dalam metode ini yaitu jenis data yang meliputi 

seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari 

informasi yang terdapat didalam Mall Palembang Icon, PT. GISI 

Palembang, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Teknik Pengumpulan Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu 

teknik purposive sampling yaitu suatu metode penarikan sampel probabilitas 

yang dilakukan dengan kriteria tertentu dengan beberapa pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representatif, 

seperti melakukan wawancara kepada karyawan yang berwenang ditunjuk 

oleh PT. Lippo Group mengenai pelaksanaan Perjanjian build, operate, 
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transfer (BOT) tersebut. Wawancara tersebut merupakan wawancara 

berencana, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.23 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.24 Dalam 

penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis 

berdasarkan metode penelitian kaulitatif, karena terdapat populasi dan 

sampel peneltian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh 

melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian 

disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk 

penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah 

yang dibahas. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan 

dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir Induktif, yakni dengan 

cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang 

bersifatumum.

                                                                 
23

 Sutrisno Hadi, 1983, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm 
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24

 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 58. 
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